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ABSTRAK 

 

Untuk melaksanakan Pemerintahan Desa, Desa memiliki kekuasaann untuk 

mengurus sendiri semua urusan dan prioritas warga masyarakatnya. Hal itu tidak jauh 

berbeda antara daerah dengan pusat berkerjasama dengan lembaga eksekutif serta 

legislative untuk pembagian kekuasaan. Sama halnya pada tingkat desa, pemerintahan desa 

tidak dapat menyelesaikan urusannya secara mandiri dan akan dibantu oleh lembaga desa 

yang disebut dengan BPD. Tujuan dari kerja sama antara Pemerintah Desa dengan BPD 

adalah untuk menyetujui hasil dari program peraturan desa yang bekerja sama dengan 

Kepala Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus wajib mengeksplorasi seluruh potensi 

yang dimiliki oleh desa untuk direalisasikan pembangunan di daerah yang nantinya 

dirumuskan dalam APBDesa. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Landungsari 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan menggunakan metode kualitatif berupa 

pendekatan deskriptif mengenai gambaran dan fenomena yang terjadi untuk dijadikan 

acuhan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang telah diteliti dengan didasarkan 

pada fakta di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara 

Pemerintahan Desa dengan BPD Landungsari dapat dikatakan sudah baik dalam 

merumuskan APBDesa. Bahwasannya kerja sama Pemerintahan Desa dan BPD sudah 

berjalan sesuai UU No. 6 tahun 2014 yang membahas terkait Desa. 

Kata Kunci : Pemerintah Desa, BPD, APBDesa, Relasi 
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ABSTRACK 

 

To implement Village Government, the Village has the power to manage all the 
affairs and priorities of its community members themselves. This is not much different 

between regions and the center in collaboration with executive and legislative institutions 

to share power. Likewise, at the village level, the village government cannot resolve its 
affairs independently and will be assisted by a village institution called the BPD. The aim 

of the collaboration between the Village Government and the BPD is to approve the results 

of the village regulation program in collaboration with the Village Head. Therefore, the 
Village Government must be obliged to explore all the potential possessed by the village to 

realize development in the area which will later be formulated in the Village APBD. This 

research was carried out at the Landungsari Village Office, Dau District, Malang Regency 

using qualitative methods in the form of a descriptive approach regarding descriptions and 
phenomena that occur to be used as a basis for solving a problem that has been researched 

based on facts in the field. The research results show that the relationship between the 

Village Government and the Landungsari BPD can be said to be good in formulating the 
Village APBD. That the cooperation between the Village Government and BPD has been 

running in accordance with Law no. 6 of 2014 which discusses villages. 

Keywords: Village Government, BPD, V 

illage APBD, Relati
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